
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah { Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ( Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2508);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah C Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3839);

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di
Seluruh Indonesia;

5.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pene
tapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia;

Mengl ngat

BUPATI BLORA

a, babwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan
kota dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan
yang cukup pesat maka untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna pembangunan kota di
wilayah Kota-Kecamatan Kradenan perlu menetap-
kan Batas Wilayah Kota Ibukota Kradenan;

b. bahwa agar penetapan Batas Wilayah Kota
sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dapat
dijadikan landasan dalam pelaksanaan
pembangunan di wilayah Ibukota Kecamatan maka
penetapannya perlu diatur dalam Peraturan
Daerah.

Menimbang

PFRATURAN DAERAH KARUPATFN BLORA
NOMOR f0TAHUN  2OOO

TENTANG

PFNFTAPAN BATAS WILAYAH  KOTA IBUKOTA KECAHATAN KRADENAN

DFNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA



6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9
Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Blora (
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1996
Nornor 8 Seri D Nomor 5 ).

Dengan persetujuan

DFWAN PFRWAKILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATFN BLORA

MFMUTUSKAN :

Henetapkan   :  PFRATURAN   DAFRAH   KARUPATFN   BLORA    TENTANG
PFNFTAPAN  BATAS WILAYAH KOTA  IBUKOTA  KFCAMATAN
KRADFNAN.

BAB  I

KFTFNTUAN UMUH

Pasal 1

Dal am Peraturan Daerah Inl yang dimaksud dengan :
a.Daerah adalah Kabupaten Blora ;
b.Pemerlntah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten Blora ;
c.Kepala Daerah adalah BupatI Blora ;
d.Kota adalah Tbukota Kecamatan Kradenan;
e.Batas Wilayah Kota adalah batas yang memlsahkan antara wllayah

kota dan wllayah bukan kota .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Haksud P^raturan Daerah Inl adalah untuk  memberlkan kepastian
hukum mengenai Batas Wllayah Kota.

Pasal ^

Tujuan penetapan Batas Wilayah Kota adalah sebagal berlkut :
a.Untuk memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna

berbagai keperluan pengendalian dan pengembangan kota ;
b.Henetapkan batas fisik wllayah kota ;
c.Untuk memperoleh data dan peta - peta guna perencanaan dan

pengendalian kota ;
d.Untuk dapat mewujudkah suasana aman, bersih,  tertib, Indah,

lanear dan sehat terhadap setlap pembangunan dl wllayah kota.



(2) Untuk mempertegas batas wilayah dlmaksud ayat (1) Pasal Inl,
dllapangan perlu dlbuat papan nama kota pada Batas Wilayah
Kota dljalan-jalan utama masuk kota yang bersangkutan.

Pasal 5

Uralan perlnclan Batas Wilayah Kota sebagalmana tersebut dalam
Pasal 4 Peraturan Daerah Inl, terdapat dalam naskah Batas Wilayah
Kota Ibu Kota Kecamatan Kradenan yang menjadi baglan tak
terplsahkan darl Peraturan Daerah inl.

: Dusun Ngampon Desa Mendenrejo,
Dusun Tawangrejo, Dusun Mulyo—
rejo dan Dusun Jamberejo Desa
Sumber.

Sawah dan tegalan.

Dusun Parengan, Dusun JIgar dan
Dusun Kradenan Desa Mendenrejo.
: Sawah, tegalan dan bengawan

solo.

b. Batas Fislk

4. B a r a t.

a. Batas AdmnistrasI

3. -Se la tan.

a.Batas AdmnistrasI

b.Batas Fislk

: Dusun Banjarejo dan Dusun Mojo-
rembun Desa Mojorembun.
: Sawah, tegalan, sungai wulung
dan batas desa.

: Dusun Wates Desa Sumber.
: Sawah dan tegalan.

1.U t a r a.

a.Batas Admlnlstrasi
b.Batas Ftsik

2.TImur.

a.Batas Administrasi

b.Batas Fislk

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Kradenan ditetapkan sebagal berlkut :

BATAS WILAYAH KOTA

BAB III



Dl UNDANGKAN DAM Dl MUAT DALAM
LEMBARAH DAERAH KABUPATEN BLORA
TANGGAL:  ^ 0O *>

NOMOR  :

Dlsahkan di Blora
^i 2000

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenal Batas Wilayab Kota yang bertentangan dan atau
tidak sesual dengan Peraturan Daerah Inl dlnyatakan tidak berlaku
lagl.

Pasal  7

(1)Hal - hal yang  beium  diatur  dalam Peraturan  Daerah Inl
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur leblh lanjut
oleh Bupatl.

(2)Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan
Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya dalam Lembaran ^^aerah.



4

m.

PENJELA5AN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR   TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH  KOTA IBUKOTA KECAMATAN KRADENAN

I.PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin menlngkatnya pertumbuhan dan perkembangan
Kecamatan Kradenan dan dalam bidang-bldang tertentu, semakin
tampak pula wllayah pemukiman di Kecamatan Kradenan yang
berclrlkan perkotaan.

Sehubungan dengan Itu, dalam rangka memberlkan kepastian
ruang gerak pembangunan daerah perkotaan tersebut, maka
diperlukan batas wllayah yang jelas darl Kecamatan Kradenan.
Sebagal dasar pelaksanaan pembuatan batas wilayah kota adalah
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Penetapan Batas Wllayah Kota di seluruh Indonesia, yang menye-
butkan bahwa Batas Wiiayah Kota dltetapkan dengan Peraturan
Daerah.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  s/d 7   : cukup jelas.

000


